BAB IV
PENUTUP

Setelah melakukan analisis pada permasalahan yang diteliti, maka bagian akhir

penulisan hukum ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum

bagi Konsumen terhadap Penerapan Klausula Tanpa Pengembalian Dana pada

Transaksi Perdagangan Elektronik Melalui Siaran Langsung di Platform TikTok

Shop, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1.

Penerapan klausula tanpa pengembalian dana (no refund) dalam transaksi
siaran langsung di TikTok Shop secara praktik belum memberikan
perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Meskipun hak atas ganti
rugi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, dalam praktiknya klausula tersebut sering
diberlakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan diperkuat oleh kebijakan
administratif platform, sehingga menyulitkan konsumen untuk merealisasikan
hak pengembalian dana atas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Klausula tanpa pengembalian dana menimbulkan dampak hukum yang tidak
seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen menanggung
kerugian materiil, ketidakpastian hukum, serta terbatasnya akses pemulihan
hak, sementara pelaku usaha justru berpotensi menghadapi risiko hukum jangka

panjang karena klausula tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum
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berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. TikTok Shop tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai penyedia sarana
teknis, karena keterlibatannya dalam menetapkan kebijakan operasional,
mengatur mekanisme pengembalian dana, mengawasi penjual, dan
menyediakan penyelesaian sengketa internal menunjukkan peran aktif platform
dalam membentuk hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, berdasarkan
hukum positif Indonesia, TikTok Shop seharusnya diposisikan sebagai subjek
hukum aktif yang bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan konsumen
yang adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan hak secara nyata.

B. Saran
Adapun saran atau masukan penulis terkait penjabaran diatas yaitu:

1. Bagi Pemerintah, diperlukan pengawasan yang lebih tegas dan konsisten
terhadap praktik penerapan klausula yang merugikan konsumen terutama
klausula tanpa pengembalian dana dalam transaksi elektronik, khususnya pada
platform siaran langsung. Pemerintah perlu memastikan penegakan sanksi
administratif maupun pidana sesuai UUPK terhadap pelaku usaha dan platform
yang melanggar, serta melakukan penyempurnaan regulasi agar mekanisme
perlindungan konsumen di perdagangan elektronik berjalan efektif dan
memberikan kepastian hukum.

2. Bagi Pelaku Usaha, sebaiknya menghindari penerapan klausula yang
merugikan konsumen dan yang bersifat sepihak dan berpotensi melanggar

ketentuan Pasal 18 UUPK. Pelaku usaha perlu menyusun kebijakan transaksi
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yang transparan, adil, dan seimbang, serta menimbang dengan keadaan
konsumen, serta menyediakan mekanisme pengembalian dana atau
penggantian barang apabila terjadi ketidaksesuaian produk, guna mencegah
sengketa dan menciptakan kepastian hukum serta kepercayaan konsumen.

. Bagi Konsumen, diperlukan sikap yang lebih cermat dan kritis dalam
bertransaksi melalui platform TikTok Shop, antara lain dengan memilih toko
terverifikasi, membaca deskripsi dan ulasan produk secara teliti, serta
menyimpan bukti transaksi dan dokumentasi barang yang diterima. Apabila
terjadi  kerugian, konsumen diharapkan aktif menggunakan mekanisme
pengaduan yang tersedia dan menempuh jalur penyelesaian sengketa sesuai
dengan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen.
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